BAB IV
ANALISISHUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN 1/3

HUKUMAN KARENA MENGULANGI TINDAK KEJAHATAN

A. Analisis Terhadap Sgarah Perumusan Penambahan 1/3 Hukuman

karena Pengulangan Tindak K g ahatan dalam Pasal 486 KUHP

Recidiveitu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidaarana
bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidemey berdiri sendiri
mengulangi kesalahannyRecidivemerupakan hal yang memberatkan pidana
(grond van strafverzwarinng Dalam hukum positif, ancaman pidananya
ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapurg yaenjadi alasan
untuk memperberat ancaman pidana dalamréebive ialah karena orang
tersebut yang telah melakukan kejahatan secardahgrulang menunjukkan
bahwa orang tersebut mempunyai akhlak/tabiat yamgkbdan oleh sebab itu
dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakktupMa ia sudah diberi
peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikabapen/insaf terhadap
dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karén, undang-undang
memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatupkdana yang lebih
berat kepadanyA.

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga peméasdin para abhli
tersebut tadi, maka synthesa yang dapat ditarikadasahwa (1)Recidive

merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atésmpangan praktis,

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmaditisari Hukum Pidana Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983, him. 62

49



50

dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampirfgargan gabungan, dan
(3) perlu dicatat pula bahwa dalam keadaan-keadedentu, gabungan
bahkan dapat pula meringankan hukurhan.

Menurut Kanter dan Sianturpengulangan atau residive€idive
secara umum ialah apabila seorang melakukan smdtktpidana dan untuk
itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalaimgkja waktu tertentu:

a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakamubela atau sebahagian,
atau

b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskany apmbila kewajiban
menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluywaesakemudian
melakukan tindak pidana ladi.

Menurut Satochid Kartanegaraecidive adalah apabila seseorang
melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan pebeetik yang berdiri
sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaamydesamenloop/gabungan
tindak pidana) yang atas salah satu atau lebiln téi@atuhi hukuman oleh
hakim?

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat dit@kat-syarat yang
harus dipenuhi yaitu:

a. Pelakunya sama,
b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindakapa terdahulu telah

dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yeiagp).

“Nico Ngani,op.cit, him. 17.

®E.Y. Kanter dan S.R. SianturiAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannyalakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, him. 409

“Satochid KartanegaraHukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian, Balai Lektur
Mahasiswa, tth, him. 233.
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Pengulangan terjadi dalam jangka waktu teutent

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuadamd untuk

pengulangan, dapat dibedakan antara:

a.

b

Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasamgmmhtkan dalam

ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),

Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatali suatu Bab
atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KiidBa Buku ke-Il)

atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tinda&mad

Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai plangan. la hanya berlaku
untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk bebeggsal yang

mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-Iil).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana gadgiulangi maka

dapat diperbedakan antara:

a.

Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkars/jemcam tindak pidana
yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalambgmelingannya
dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya paalaurt 1973 A
melakukan pembunuhan. la dipidana 3 tahun dan tdigianinya.
Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian.adalah
merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangdakipidana.
Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pideamay diulangi itu sama

atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

°E.Y. Kanter dan S.R. Siantugp.cit, him. 410.
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1) Kejahatan terhadap keamanan negara: rmaktuk membunuh
presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontadkam lain
sebagainya;

2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa oraeggpniayaan, perampasan
kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;

3) Kejahatan terhadap kehonnatan: penghjnganistaan dan lain
sebagainya;

4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkogespe), perzinahan dan
lain sebagainya;

5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pamcuria
penggelapan, penipuan dan lain sebagdinya.

Undang-undang sediri tidak melgatur mengenai pengulanga
(general recidivg yang artinya menentukan nmulanga berl&ku untuk dan
terhadap semuantiak pidaa. Mengenai pengulanga ini KUHP mengatur
sebagai berikut:

a. Petama, mewyebutkan dengan mengelompokka tindak-tndak pdana
tertentu dengan syarat-syarattéatu yang dapat terjadi pgulangainya.
Pengulangan haya terbatas pada tindak pidanadak pidaa tetentu
yang disebutkadalam pasal 486, 487, 488/ HP. Pasal-pasal ini hendak
di analisis si bawah ini

b. Diluar kelompok kejahi@n dalam pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga

menentukan beberapa tindak pidana khusugni yang dapat r@di

®Ibid., him. 410.
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pengulagan, misahya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat5@]},
ayat (2), 512 ayat (3) KUHP. Sebelum menganaliasappasal tersebut
maka perlu dijelaskan lebih dahulu sebagai berikut:

Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada g#egangkan pada
butir a dan b tersebut di atas, tidak dapat tegadgulangan.

Oleh karena tidak mengal general recidive inilah, maka
pengatiramya tidak dimuat dalam Buku Rama, melainka dikelompokkan
pada ketiga pasal tersebut dalam Buku Il dan pzesl tertetu lainnya
dalam Buku Il (kejahatg maupun Buku 111 (pelanggaan).

Menurut pasal 486, 487, da488 KUHP pembetan pidana ialah
dapatditambah degan sepertiga da arcaman maksimum pidana pemja
(menurut pasal 486 dan 487, daemua jeis pidana menurut pasdi88
KUHP) yang diancamkan pada kejaha yang bersagkutan. Sedagkan pada
recidive yag ditentukan laimya diluar kelompok tidak pidana yang
termasuk dan disebut ldan ketiga pasahi ada juga yangliperberat—dapat
ditambah dengan sepiga dai ancaman maksimum etapi banyak yeg tidak
menyebut "dapat ditambah dengasepertiga, melainkan diperberat dengan
menambah lamaya saja, misalnydari 6 hai kurungan menjadi dua mggu
kurungan (492 ayat 2 KUHP), atau mengubah jenis pateya dari denda
diganti denga kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

Adapun ratio dasar peberatan pidaa pada pegulanganii ialah
terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindadapa;
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b. Faktor telah dijahkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena
tindak pidanayang pertamadan
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yaegangkuta.

Pada faktor yag pertama ebenarnya sama dengan faktor perabe
pada perbarengaPerbedaannya dengan perbgee, ialah pada faktor kedua
dan ketiga, sebab pada perbarengan si pembuatakanelakukan tindak
pidana pgama kali belum diputus oletepgadilan denganytusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetapif kracht van gewijsde

Pemberatan pada pengugan, yag lebih peting ialah paa faktor
kedua da ketiga. Pejatuhan pidaa karena melakukan suatu tindak paa
dapat dianggap sebagai suatuirggatan oleh nega tentang kelakuaryang
tidak dibenarkan. Dengan melakan tndak pidana kedua kalya, diilai
bahwa yang bsaigkutan tidak mengindalan peringata negara tersebut,
menunjukkan bahwa org itu benar-benar mempyai perangai yag sangat
buruk, yang tidak cukup peringatadengan mempida sebagaima yang
diancankan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhka
disampng mewpakan suat penceminan tentag kualias dan kantitas
kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalahmegupaka bagian dai
suatu teapi yang ditetapkan oleh hakim dalamangka usaha perbaikan
perangai yang bersangtan. Rehabilitasi terhadap ogayang pernadipidana
dan telah mejalaninya ini hauslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga

letak dasar pemberatan pidapada pegulangan.
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Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepedigaamntaman
maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaarditentukan dalam
Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi dua syaraiak yaitu:

a. Orang itu harus telah melani seluruh atau sebagigpidana yang telah
dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjgtatana, ata ketika ia
melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hadgara untuk menjalankan
pidananya belum kadaluwarsa.

b. Melakukan kejahatan pengulangga adalah dalam waktu bet levat 5
(lima) tahwn sejak terpidana emjalani sebagia atau seltwh pidana yang
dijatuhkan.

Pada garat yang petama, disitu disebutkan 4 (empat) kemgkinan,
ialah:

1) telah menjalani seiuh pidana yang dijatuhkan;

2) telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan

3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau

4) hak negara untuk menjalankan pidana terhadapelysn lampau waktu.

Dalam hal pengulangan, si pembwat harus sudah dipidana kaae
melakuka tindak pidana yeg petama kali, karea dalam pasal 486, 487rda
488 KUHP disebutkan telah mateni pidana yang dijatuhka Walaupun
tidak disebu perihal syaat telah dijatuhka pidana, tetapdengan menyebut
syarat telah menjalani pidanaaka sudah pastilidalarmya mengandung
syarat telah dijatuhi pida. Bahwa mengai pelaksaaan pidana yang telah

dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan, ialah:
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a) pertama dilaksanakan seluruhnya;

b) kedua dilaksanakan sebagia

c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan

d) keempat tidak dapat dilaksanakan berhubung sesadangan yang tidak
dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yangpig@nanya in
kracht van gewijsde atau sebelum putusan itu dielssenarapidana
melarikan diri,

Mengenai yang pertantalah jelas. Mengenai yay kedua, boleh jdli
naraptana tidak perlu mejalani sebagia pidana yag dijatufkan hakim
berhubung kaena dia diberikan pelepasan bersyaratu&etengan pasal 15
terhadap narapidanaleh diberikan pelepasabersyarat (pelaksanaan pidana
dihentikan)jika dia telah megalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana
yang dijatuhkan degan syarat-syeet tertentu gyarat umum maupun syarat
khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bigdi terpidana tidak perl
merjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh karbdakim mejatuhkan
pidana dengan metapka bersyarat (pasal |14a KUHP)aa oleh karena
diberi pengampuan (grasi) oleh Kepala Negara.

Sedangka mengenai yang keempat, ialahukbs terhadap pidana
yang tidak dapat dijalankan berhubung olehuaes sebab yaj tidak dapat
dihindari, misalnya pada hari jatuhnya vonis, natapa melarikan diri.
Dalam hal yng terakhir ini (telah berkaitan demgsyarat kedua mengai

lamanya tenggang daluwarsa nmulangan), maka teggang daluwarsa
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pengulangamnya ialah dihitung bukan pa saat ia menjalani pidana (karena
pidana tidak dapat dijalankanperhubung lmanya tenggeg daluwarsa
pengulangannya dihity berdasarkan lamanya kewenamgaegara dalam
merjalankan pidaa mengenai tindak kejahatamgabersangkutan, dan bukan
5 (lima) tahun sejak menjalani pidana, maka penghitumgaadalah dimlai
sejak keesokan hasia setelah putusahakim dipat dijalankan (Pasal 85 ayat
1 KUHP). Lamanya tenggey waktu pengulangan adalah berdeaarlama
ancaman pidaa yang ditentukan pada kejahatayang mask
dalam pengulangan tersebut.
Sebagaimana ketentuan pasal 84 tenteenggang wakt hapusnya
kewenagan negara dalam nmgalankan pidana ada 5 (ling) kategori, ialah:
1) meigenai semua pelangga lamaya ialah sesdah dua tahn;
2) mengenai kejahatayang dilakukan degan saana pecetakan larnanya
ialah sesudah 5 (lima) tahun;
3) mengenai kgahatan lainnya (sea dengan daluwarsa bagi hagnya
kewenangan penuntutardpna) ada 3 kategoialah:

a. mengenai kejahatayang diancam dengan pidana denda, pidana
kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tigdjun, ialah
sesudah 8 (delapatghun (6 tahun ditambah sepertigaya);

b. mengenai kejahatan yang diamcdengan pidana pemglebih dari 3
(tiga) tahun, ialah sedah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah

sepertiganya);
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c. mengenai kmhatan yang diancam demgaidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puhgag tahun (18
tahun diambah sepéganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktuditentuka
ialah sejak megalani (jika narapidaa menjalai pidana yang gatuhkan), jadi
hitungan hari petama ialah pada hapertama ianenjalai pidana. Jika pidana
ditetapkan tidak perlu dilankan karena pembean grasi atauditetapkan
denga bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitungalsepidana yag
dijatuhkan dengan penetapan tidak petljalankan atau sejak vonis yang
demikianin kracht van gewijsdéputusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap).

Bila karena sesuatu sebalngdidak dapat dihindari sehinggadana
tidak dapat dijalanka misahya narapidana melarikaliri, sehingga dihitung
berdasarka tenggang daluwarsa hak negara menjgan pidana,
sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghituniyanlai sgak keesokan
harinya setelah vonis hakim dapatjalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini
artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan huketap.

Sehubungan denga vonis yang berisi penjatuhapidana denga
penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selamakuerderadadalam
tahanan sementara, yang apabila masa tahsementanaya itu lebih lama
atau sama dengan lamanya pidana pangau kurungn yang dijatuhkan,

yang artinya praktis terpidana tidak diperlukakséusi lagi, maka timbulya
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pertanyaan, ialah apakaklengandemikian berlaku syat bahwa terpidana
"telah menjalani plana sebagia maupun seluruhya'?

Dalam hal ni tetap ada syat peigulanga dan oleh kanmeanya tetap
bisa terjadi pegulangan degan alasan bahwa pentan dipotong selama
masa tahanan itu adalah dianggap sama dedigatelah menjalani pidana
(dalam tahanasementaa), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebadkan.
Berbeda dengayuisprudensi dari Rechtbank Rotterdam (15-1-1918)gya
berpexdapat dalam hahi tidak ada syaat peigulangan.?

Dalam hal sgarat "telah menj@ani pidana sebagian mauwm
selurumya’, yang artiya hakim haus terlebih dulu mgatuhkan pidana,
persoalan lai yang timbul ialah berhubungadengan ketentuan pasal 45
(tidak berlaku lagi) &@®u kini pasal 21 jo 31 dan 32111U No. 3 Tahu 1997,

di mana hakim boleh tidak m¢atuhkan pidana tetapimenatuhkan tindakan
(maatrege) terhadap l@ak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakuka
tindak pidana pasal-pasal tettie misahya 489, 490, 492 (nmerut pasal 45
KUHP); atau kini telah bemur 8 tahun dan belum 1&huwun atau belum
kawin (UU No. 3 Talun 1997), yag dinyatakan bersalah karemaelakukan
tindak pidana dengaputusanya menjadi teap. Oleh karena tindakatidak
sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakienjatuhkan tindakan,

maka terhadap anak itu tidak adaraygengulangan.

"JonkersHukum Pidana Hindia Beland&erj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT
Bina Aksara, 1987, him. 287.

8E. Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, IBurabaya: Pustaka Tinta Mas,
1994, him. 202.
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Mengelai sjarat kedua pengulangan, ialah melakuka kejahatan
pengulanga adalah dalam waktu belum lewat 51#) tahun sejak menjalani
pidana selwhnya @au sebagia atau sejak pelaksamagidana tersebut
ditiadakan (baik karena diputus pidana dgan bersyarat @u dibeikan grasi).
Lamanya 5 (lima) tahunnii adalah pinsip umum dari lamaa tenggag
waktu pegulanga. Sedagkan untuk hal yeg khusus yakni: dalam hal
karena terpaksa pidana tidak dapat dijedan, misalnya narapidana mekan
diri, tidak berlaku tenggang aktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya
mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negadalam melaksanakapidana
(pasal 84), da mengeai hal ini telahdibicarakan diatas.Karenanya tidak
perludiulang lagi disini.

Selain pegulanganpadakegahatan-kghatantiertentu yag disehitkan
pada pasal 486, 487 dan 488 yang telah dijetegiedas,Undangundang juga
mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang padamnya dengan syarat-
syarat dan jumlah pemberatnya yang tidak sale@gan yang disebutkan
dalam ketiga pasal itu, ddersebar dalam beberapa pasal, misalnya 216 ayat
(3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), &gat (3), 516 ayat (2). Sy
yang tidak ama, ialah jagka wakt tenggang dalvarsanya iebih pendek ida
5 (lima) talun, dengan pembatan yang lain dai ditambah dengasepetiga,
misalnya dengan mengubgmis pidananya dadenda mejadi kurungan ata
mengubah ancanma pidana dengan pidana yang lebih berabhgysama

jenisnya.
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Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 48748Rdidasarka
pada kepentingan hukunre€htsbelany) yang dilanggar, halni tampak
bahwa:

1) kelampok tindak pidana yang disebutkalalan pasal 486 adalah hea
kejahatan-kmhata terhadap dan menga harta benda at&kebendaan,;

2) kelompok tindak pidaa yang disebutkandalam pasal 487 adalah bea
kejahata-kejahata yang menyeang terhadap kepgingan hukun
mengenai pbadi orang;

3) kelompok thdak pidana yang disebutk dalam pasal 488 adalahriyga
kejahata yang menyerag kepeitingan hukun atasnama baik da harga
diri orang;

Selain dibedakan antara bentukng@langan umum dan pengngan
khusus, dalam dokh hukum pdanajuga dikenal adanya beikt pengulargan
kebetulan 4ccidettally reddive) dan peigulangan kehisaan (habitual
reddive).

Pengulangan kebetulanaksulnya pembuat melakukan tiak pidana
yang kelua kalinya itu disebabkan oleh hal-hal yangsdm karena sifat atau
perangainya yang buwk, akan tetapi oleh sebab-sebabrigiang memag dia
tidak mampu mengatasia, misalnya karena akibat dari kehgan pekerjaan
dai sebab masuk Lembaga Pemaaliaan (LP) karena mencuri ug
majikamya, setelah Kear LP dia meicuri sepotog roti karena kelaparan,
dalam hal sepé ini sepattnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana.

Berbeda denga pgulangan kaena kebiasaan, yg menuiukkan perangai
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yang buruk. Tidakjarang narapidana yang setelah keluar LP tidaénjadikan
perangai yanglebih baik, justru pengaruh pergaulan di dala® menambah
sifat burukiya, kemudianmelakukan kgahatan lagi, dadisini menang waar
pidananya diperberat.

Penjatuhan pidaa karena melakukan suatu tindak pia dapat
dianggap sebagai suaturipgatan oleh nega tentang kelakuaryang tidak
dibenarkan. Dengan melakan tndak pidana kedua kalya, dnilai bahwa
yang besangkutan tidak mengindakan peringata negara tersebut,
menunjukkan bahwa ora itu benar-benar mempyai perangai yag sangat
buruk, yang tidak cukup peringatadengan mempid@ sebagainma yang
diancankan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhka
disampng mewpakan suat penceminan tentag kualias dan kantitas
kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalahmegupaka bagian dai
suatu teapi yang ditetapkan oleh hakim dalamangka usaha perbaikan
perangai yang bersangtan. Rehabilitasi terhadap ogayang pernadipidana
dan telah mejalaninya ini hauslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga
letak dasar pemberatan pidapada pegulangan’

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya pengularigecidive
yaitu:

a. Pelakunya sama,
b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindakapa terdahulu telah

dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yetagp).

°Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana Bagian 2akarta: PT raja Grafindo Persada,
2002, him. 81.
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c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tentent
Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuadama untuk
pengulangan, dapat dibedakan antara:

a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasamgmmhtkan dalam
ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),

b Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatali suatu Bab
atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KidBa Buku ke-I)
atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindakmad

c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai gplangan. la hanya berlaku
untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk bebegsal yang
mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-ff).

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana gadiulangi maka
dapat diperbedakan antara:

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jeisam tindak pidana
yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalambgmelingannya
dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya paalaurt 1973 A
melakukan pembunuhan. la dipidana 3 tahun dan teigianinya.
Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian.adalah
merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangadakipidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidamy diulangi itu sama

atau sejenis. Kesejenisan itu misalnya:

E)Y. Kanter dan S.R. SianturiAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannyalakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, him. 410.
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1) Kejahatan terhadap keamanan negara: rmaktuk membunuh
presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakam lain
sebagainya;

2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orangg@eiayaan, perampasan
kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya,;

3) Kejahatan terhadap kehonnatan: penghjnganistaan dan lain
sebagainya;

4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkogespe), perzinahan dan
lain sebagainya;

5) Kejahatan terhadap harta benda: pemegrasaencurian,
penggelapan, penipuan dan lain sebagdihya.

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepedigaamntaman
maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaarditentukan dalam
Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi dua syaratiak yaitu:

a. Orang itu harus telah malani seluruh atau sebagigidana yang telah
dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjgtaatana, ata ketika ia
melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hadgara untuk menjalankan
pidananya belum kadaluwarsa.

b. Melakukan kejahatan pengulamgga adalah dalam waktu bet lewvat 5
(lima) tahwun sejak terpidana emjalani sebagia atau seltwh pidana yang

dijatuhkan.

Ybid., him. 410.
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Pada garat yang petama, disitu disebutkan 4 (empat) kemgkinan,
ialah:
1) telah menjalani seiuh pidana yang dijatuhkan;
2) telah mejalani sebagian pida yang dijathkan;
3) ditiadakan dari menjalani pidana; atau
4) hak negea untuk menjalekan pidaa terhadapnya belum lampau waktu.
Dalam hal pengulangan, si pembwat harus sudah dipidana kaae
melakuka tindak pidana yeg petama kali, karea dalam pasal 486, 487rda
488 disebutkan telah mjateni pidana yang dijatuhka Walaupun tidak
disebu perihal syaat telah dijatuhka pidana, tetapdengan menyebut syarat
telah menjalani pidanamaka sudah pastiidalanrmya mengandung syarat
telah dijatuhi pidea. Bahwa meng®ai pelaksaaan pidana yang telah
dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan, ialah:
a) pertama dilaksanakan seluruhnya;
b) kedua dilaksanakan sebagia
c) ketiga pelaksanaannya ditiadakan; dan
d) keempat tidak dapat dilaksskan berhubung sesuatalanga yang tidak
dapat dihindarka misalnya sebelum putusan yang mempidgaan
kracht van gewijsdeatas sebelum putusan itu aksekusi narapidana
melarikan dirj
Mengenai yang pertama telah jelas. Mengenag \kedua, boleh jdli
naraptana tidak perlu mejalani sebagia pidana yag dijatufkan hakim

berhubung kaena dia diberikan pelepasan bersyaratu&etengan pasal 15
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terhadap narapidanaleh diberikan pelepasabersyarat (pelaksanaan pidana
dihentikan)jika dia telah megalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana
yang dijatuhkan degan syarat-syeet tertentu gyarat umum maupun syarat
khusus).

Begitu juga, mengenai yang ketiga, bigdi terpidana tidak perl
merjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, oleh karbéakim mejatuhkan
pidana dengan metapka bersyarat (pasal |14a KUHP)aa oleh karena
diberi pengampuan (grasi) oleh Kepala Negara. Sedangkaengenai yang
keempat, ialah kisus terhadap pidana yang tidak dapat dijalankambeng
oleh sesatu sebab yaj tidak dapat dihindari, misalnya pada hari jatuhnya
vonis, narapidaamelarikan diri.

Dalam hal wyng terakhir ini (telah berkaitan demgsyarat kedua
mengeai lamawya tenggang daluwarsa mupilangan), maka teggang
daluwarsa pengulangaya ialah dihitung bukan pasaat ia menjalani pidana
(karena pidana tidak dapat dijalankarferhubung lemmanya tenggag
daluwarsa pengulangannya dihituberdasarkan lamanya kewenamgegara
dalam mefalankan pidaa mengenai tindak kejahatamgabersangkutan, dan
bukan 5 (Ima) tahun sejak menjalani pidana, maka penghitumgaadalah
dimulai sejak keesokan hayia setelah putusahakim dipat dijalankan (Pasal
85 ayat 1 KUHP)Lamanya tenggay waktu pengulangan adalah berdaaar
lama ancaman pid@a yang ditentukan pada kejahatayang mask dalam

pengulangan tersebut.
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Sebagaimana ketentuan pasal 84 KUHP tgnteenggang wakit
hapusnya kewemgan negara dalam nmglankan pidana ada 5 (ling)
kategori, ialah:

1) mexgenai semua pelangga lamaya ialah sesdah dua tahn;

2) mengenai kejahatayang dilakukan degan saana pecetakan lamanya
ialah sesudah 5 (lima) tahun;

3) mengenai kgahatan lainnya (sea dengan daluwarsa bagi hagnya
kewenangan penuntutardpna) ada 3 kategoialah:

a. mengenai kejahatayang diancam dengan pidana denda, pidana
kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tigdjun, ialah
sesudah 8 (delapatghun (6 tahun ditambah sepertigaya);

b. mengenai kejahatan yang diamcfengan pidana peng lebih dari 3
(tiga) tahun, ialah sedah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah
sepertiganya);

c. mengenai kmhatan yang diancam demgaidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, ialah sesudah 24 (dua puhgag tahun (18
tahun diambah sepéganya).

Mengenai kapan mulai penghitungan tenggang waktuditentuka
ialah sejak megalani (jika narapidaa menjalai pidana yang gatuhkan), jadi
hitungan hari petama ialah pada hapertama ianenjalai pidana. Jika pidana
ditetapkan tidak perlu gilankan karena pembean grasi atauditetapkan

denga bersyarat dalam vonis hakim, maka dihitungalsepidana yag
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dijatuhkan dengan penetapan tidak petljalankan atau sejak vonis yang
demikianin kracht van gewijsde

Bila karena sesuatu sebalngdidak dapat dihindari sehinggadana
tidak dapat dijalanka misahya narapidana melarikaliri, sehingga dihitung
berdasarka tenggang daluwarsa hak negara menjdan pidana,
sebagaimana telah dijelaskan diatas, penghituniyanlai sgak keesokan
harinya setelah vonis hakim dapatjalankan (Pasal 85 ayat 1 KUHP), ini
artinya setelah vonis itu mempunyai kekuatan huketap.

Sehubungan denga vonis yang berisi penjatuhapidana denga
penetapan bahwa pelaksanaannya dipotong selamakuerderadadalam
tahanan sementara, yang apabila masa tahsemmentanaya itu lebih lama
atau sama dengan lamanya pidana pangau kurungn yang dijatuhkan,
yang artinya praktis terpidana tidak diperlukakséusi lagi, maka timbulya
pertanyaan, ialah apakaklengandemikian berlaku syat bahwa terpidana
"telah menjalani plana sebagia maupun seluruhya'?

Dalam hal ni tetap ada syat peigulanga dan oleh kanmeanya tetap
bisa terjadi pegulangan degan alasan bahwa pentan dipotong selama
masa tahanan itu adalah dianggap sama dedigatelah menjalani pidana
(dalam tahanasementaa), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebadkan.
Berbeda denga yurisprudensi dari Rechtbank Rotterdammgeaberpedapat

dalam hal i tidak ada syaat pexgulangan.

23onkers,Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafretdri. Tim Penerjemah
Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jak&TaBina Aksara, 1987, him. 2005, him.
287.
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Dalam hal sgarat "telah menj@ani pidana sebagian mauwm
selurumya’, yang artiya hakim haus terlebih dulu mgatuhkan pidana,
persoalan lai yang timbul ialah berhubungadengan ketentuan pasal 45
(tidak berlaku lagi) &@u kini pasal 21 jo 31 dan 32 UU No. 3 Tahun 1997, di
mana hakim boleh tidak meatuhkan pidana tetapi menatuhkan tindakan
(maatrege) terhadap l@ak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakuka
tindak pidana pasal-pasal tettie misahya 489, 490, 492 (nmerut pasal 45
KUHP); atau kini telah bemur 8 tahun dan belum 1&huwun atau belum
kawin (UU No. 3 Talun 1997), yag dinyatakan bersalah karemaelakukan
tindak pidana dengaputusanya menjadi teap. Oleh karena tindakatidak
sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakienjatuhkan tindakan,
maka terhadap anak itu tidak adaraygengulangan.

Mengelai syarat kedua pengulangan, ialah melakuka kejahatan
pengulanga adalah dalam waktu belum lewat 51#) tahun sejak menjalani
pidana selwhnya @au sebagia atau sejak pelaksamagidana tersebut
ditiadakan (baik karena diputus pidana dgan bersyarat @u dibeikan grasi).
Lamanya 5 (lima) tahunnii adalah pinsip umum dari lamaya tenggag
waktu pegulanga. Sedagkan untuk hal yeg khusus yakni: dalam hal
karena terpaksa pidana tidak dapat dijedan, misalnya narapidana mekan
diri, tidak berlaku tenggang aktu 5 tahun tersebut, melainkan waktunya
mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negadalam melaksanakapidana
(pasal 84 KUHP), damengeai hal ini telahdibicarakan diatas.Karenanya

tidak perluliulang lagi disini.
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Selain pegulangan pada kahatan-kghatantertentu yag disehitkan
pada pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang telah diatadiatas,Undang-
undang juga megenal bentuk-bentuk pengulangan yang padaumnya
dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatnya ydal samalengan yang
disebutkan dalam ketiga pasal itu,ndéersebar dalam beberapa pasal,
misalnya 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat %R}, ayat (2), 512 ayat (3),
516 ayat (2). Syat yang tidak ama, ialah jagka wakti tenggang
daluwarsanya iebih pendek @& (lima) talun, dengan pembatan yang lain
dai ditambah dengasepetiga, misalnya dengan mengubaénis pidananya
dai denda meyjadi kurungan ata mengubah ancanmapidana dengan pidana
yang lebih berat yay samgenisnya.

Pengelompokan kejahatan di dalam pasal 486, 48v,488 KUHP
didasarka pada kepentingan hukume¢htsbelany yang dilanggar, halni
tampak bahwa:

1) kelampok tindak pidana yang disebutkalalan pasal 486 adalah hea
kejahatan-kmhata terhadap dan menga harta benda at&kebendaan,;

2) kelompok tindak pidaa yang disebutkan dalam pasal 487 adalaluber
kejahata-kejahata yang menyeang terhadap kepgingan hukun
mengenai pbadi orang;

3) kelompok thdak pidana yang disebuatk dalam pasal 488 KUHP adalah
berupa kejahata yang menyerag kepeitingan hukun atasnama baik da

harga dii orang;
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Selain dibedakan antara bentukng@langan umum dan pengngan
khusus, dalam dokh hukum pdanajuga dikenal adanya beikt pengulargan
kebetulan 4ccidettally reddive) dan peigulangan kehisaan (habitual
reddive). Pengulangan kebetulamaksulnya pembuat melakukan tiak
pidana yang kdua kalinya itudisebabkan oleh hal-hal yangkan karena sifat
atau peragainya yang buwk, akan tetapi oleh sebab-sebabrlaiang memag
dia tidak mampu mengataga, misalnya karena akibat dari kehgan
pekerjaan da sebab masuk Lembaga Pemaalkaan (LP) karena mencuri
uang majikamya, setelah Kear LP dia meicuri sepotog roti karena
kelaparan, dalam hal sefieini sepattnya tidak dijadikan alasan pemberat
pidana. Berbeda dengapengulangan kaena kebiasaan, yg menupukkan
perangai yag bunik. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar LP tidak
inenadikan perangai yanglebih baik, justru pengaruh pergaulan di dalaP
menambah sifat buruia, kemudianmelakukan kghatan lagi, da disini
memang waar pidananya diperberat. NamudUHP tidak membedakamiara
dua jenis pengulangan yang dibicaakan terakhir ini.

. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman
karena Pengulangan Tindak K g ahatan dalam Pasal 486 KUHP

Pengertian pengulangan dalam istilah hukum posaialah
dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, sei@latelakukan jarimah lain
yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataagutangan mengandung
arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dam ssang yang dalam jarimah

sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.
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Pengulangan berbeda dengan gabungan jarimah. Dgédoungan
jarimah, pelaku melakukan suatu jarimah untuk kedtza ketiga kalinya,
namun dalam jarimah yang sebelumnya (yang pertanbglum mendapat
keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, sepkth dikemukakan di
atas adalah pelaku ketika melakukan jarimah yadg&atau ketiga itu sudah
mendapat keputusan terakhir dalam jarimah yandwebga (yang pertama).

Pengulangan jarimah oleh seseorang, setelah daamah yang
sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan hierakenunjukkan
sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yartgrpa. Oleh karena
itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungatuk memperberat
hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah. Kecenganuini pada masa-
masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjananmydositif. Akan tetapi,
pada masa sekarang tidak ada orang yang berkebenmatak memperberat
hukuman tersebut.

Mengenai syarat-syarat yang memungkinkan adanyagupemgan
jarimah, masih diperselisihkan oleh para sarjankuimu positif. Menurut
sebagian dari mereka, jarimah yang kedua harusisefau sama dengan
jarimah yang pertama. Menurut sebagian yang lasark@an atau kesejenisan
jarimah kedua tidak disyaratkan. Demikian pula negrag masa pengulangan,
masih belum disepakati. Ada yang mengatakan pengaie bisa terjadi
sepanjang masa, sebagaimana juga panjangnya seddbg antara jarimah
yang pertama dengan jarimah yang kedua. Para adgamya mengatakan

bahwa antara kedua jarimah tersebut ada selangiwexkéntu. Apabila selang
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waktu tersebut telah dilampaui, jarimah yang terjdéanggap sebagai

pengulangan.

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syyaeats
tersebut. Dalam Pasal 49 KUHP Mesir, sebagaimdaaigioleh A. Hanaff?
disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulang jaradalah orang-orang
sebagai berikut.

1. Orang yang telah dijatuhi hukumajarimah jinayah, kemudian ia
melakukanjinayah ataujanhah

2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun lataih, dan ternyata
ia melakukan suatyarimah, sebelum lewat lima tahun dari masa
berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusukuman karena
kedaluarsa.

3. Orang yang dijatuhi hukuman karerjmayah atau janhah dengan
hukuman penjara kurang dari satu tahun, atau demgeuman denda, dan
ternyata ia melakukajanhah yang sama dengan jarimah yang pertama
sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhkannykuman tersebut.
Mencuri, penipuan, dan penggelapan barang diangagalpah-janhah
yang sama.

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangaak tda
keseragaman bagi semjaimah. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal
aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Bebekepentuan yang

berkaitan dengan pengulangan diatur dalam Pasal 486 dan 488 Kitab

3. Hanafi,Asas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: PT Bulan Bintang, 1986, him 324-
327.
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Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebugerapa macam

kejahatan yang menimbulkan pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya goéamgan
tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sabagieuman penjara
atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman ituungan preventif,
tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan.tiBeyila apabila
terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak puleeddskan, asal hak
untuk melaksanakan hukuman belum habis.

2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimtiaebutkan
dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkauk tindak pidana
yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik rhakupenjara maupun
denda.

Dalam hukum pidana lIslam, pengulangmmimah sudah dikenal
bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan lukutarhadap
pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yapabila terjadi pencurian
yang kelima kalinya. Lengkapnya hadis tersebutadsébagai berikut.
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhathnien
Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsakitari
Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullalg i
berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan
Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bainuh
ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanyacumie
Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia
dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kadirlalu
Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan
seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kg maka
Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibaagi |
untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan sepadii t
Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. LaNabi
mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari SafhdSulaiman dari
Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy darmibal
bin Husain dari lkrimah dari Abu Hurairah berkatahwa
Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, makarmpéah
tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang ueed
kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dianoeri
lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan riia,
kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kalgka
potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

YAl-lmam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi S§istani, hadis No. 1120 dalam
CD programMausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR I, Global Islamic Software Comypan

*Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, lsabio. 1140 dalam CD program
Mausu'ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR I, Global Islamic Software Compan
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Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudpdtagkan
dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangag wenjelaskan tentang
persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga pargafia tidak membahas
mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin mengandgapitu sebagai
siyasah syar'iyatatau kebijakan penguasa yang rinciannya harusirdiktn
ditetapkan oleh penguasa negara atdamri.*®

Menurut pendapat penulis, bahwa dalam hukum Iskaimvh hukuman
terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangiak kejahatan
(recidive dalam hukum positif kurang membuat efek jeradddp pelaku.
Lain halnya dengan hukuman Islam yang lebih memdikya efektivitas
untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulartgatak kejahatan.
Dengan demikian penambahan 1/3 hukuman tidak sdeagan hukum Islam
karena dalam hukum Islam bahwa terhadap pelaku upmgan tindak
kejahatan diberi hukuman yang lebih berat dibarndinghukum positif. Hal
ini dapat dilihat dari hadis sebagaimana telahrdikeakan di atas.

Hadis di atas menjelaskan tentang hukuman baglivesatau pelaku
pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencufNamun apabila
diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pestdoeratau penambahan
hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannyassg@& pencurian yang

pertama sampai yang keempat.

®*Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih Jinayah
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him.165.



